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ABSTRAK 

 

 

Khamila Berliana Sabri :  Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan 

Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Padang  

 

Pembimbing : Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas 

penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Kota Padang pada tahun 2016-2020 dengan membandingkan dengan antara 

realisasi penerimaan Pajak Hiburan dengan target yang telah ditetapkan.Metode 

yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian untuk 

membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data dikumpulkan melalui 

wawancara dan juga diperoleh dengan sumber-sumber yang telah ada pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pendapatan pajak 

hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dari tahun 2016-2020 

mengalami target pencapaian yang berbeda.hasil penelitian menunjukkan bahwa 

realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan terhadap target yang telah 

dtetapkan pada badan pendapatan daerah kota padang pada tahun 2016 tingkat 

pencapaian sebesar 112,33%, dari persentase penerimaan pendapatan yang 

melebihi 100% maka pajak hiburan pada tahun 2016 Sangat Efektif, pada tahun 

2017 dengan tingkat pencapaian sebesar 90,30%, maka dapat dikategorikan 

penerimaan pendapatan pajak pada tahun 2017 Efektif. Pada tahun 2018 dengan 

tingkat pencapaian sebesar 102,66% dapat dikategorikan Sangat Efektif, 

sedangkan pada tahun 2019 dengan tingkat pencapaian sebesar 82,17%, maka 

dapat dikategorikan Cukup Efektif. dan untuk tahun 2020 dengan tingkat 

pencapaian sebesar 63,42% Maka dikategorikan Kurang Efektif.  

 

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Hiburan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang sebagian besar 

pendapatannya diperoleh dari pajak. Dapat dikatakan bahwa pajak merupakan 

sumber terbesar terhadap pendapatan Negara. Pajak menurut UU No.28 

Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Penerimaan pajak sangat penting bagi penerimaan kas Negara, oleh 

karena itu pemerintah terus berusaha menigkatkan dan menggali potensi yang 

ada di seluruh Indonesia. Salah satu upaya pemerintah guna menigkatkan 

penerimaan dari sektor pajak yaitu pemerintah daerah memberikan 

kewenangan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas dan 

bertanggung jawab pembiayaan serta pembangunan daerah yang berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah. 

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Menurut 

Mardiasmo, 2018). Secara umum pajak daerah adalah salah satu sumber 

pendapatan yang besar bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan  

pemerintahan dan pembangunan daerah.  
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Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah, provinsi maupun 

kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dasar 

pertimbangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah ini adalah untuk 

memperkuat upaya peningkatan pemerintah daerah yang nyata dan 

bertanggung jawab dengan menitik beratkan pada kota. Beberapa jenis pajak 

di Indonesia yaitu daerah tingkat 1 (provinsi) yang terdiri dari pajak 

kendaraan bermotor, pajak bahan kendaraan bermotor, pajak air permukaan. 

Sedangkan pajak daerah tingkat 2 (kabupaten/kota) yang terdiri dari pajak 

hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, 

pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak 

burung sarang walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Peraturan Daerah Kota Padang No.4 Tahun 2011 tentang Pajak 

Hiburan, Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan pungut biaya. Objek Pajak 

Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut biaya, seperti: 

tontonan film; pegelaran musik, tari,dan busana, kontes kecantikan; binaraga 

dan sejenisnya; sirkus, akrobat,  dan sulap; permainan billiar, golf dan 

bowling;  balapan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; pacuan 

kuda; kolam pemancingan; mandi uap/spa; panti pijat, refleksi dan pusat 

kebugaran; dan pertandingan olahraga.  
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Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan 

pemerintah yang bergerak dibidang pendapatan dan salah satunya adalah 

pendapatan pajak.  pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab penuh 

terhadap penerimaan pendapatan yang memiliki potensi pendapatan 

khususnya pajak. Dalam upaya untuk menigkatkan pendapatan, juga harus 

berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis dan 

efektif. Optimalisasi penerimaan pendapatan sangat ditekankan untuk 

mewujudkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. 

Tabel 1.  Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan 

di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 

 

Tahun Target Realisasi 

2016 3,500.000.000 3,931,385,721 

2017 9,300,000,000 8,397,840,813 

2018 10,250,000,000 10,523,066,876 

2019 12,000,000,000 9,860,360,021 

2020 6,000,000,000 3,805,101,995 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang  

Berdasarkan tabel 1 diatas target dan realisasi penerimaan pendapatan 

Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dari tahun 2016 

dengan tahun 2018 mencapai target yang telah ditentukan, kemudian pada 

tahun 2017, 2019 sampai 2020 belum dapat mencapai target. Bahwa 

penerimaan pajak hiburan di kota padang target setiap tahunnya tidak stabil 

dan realisasinya mengalami fluktuasi. 
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Tabel 2.  Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di BAPENDA Kota 

Padang dan Jumlah Wajib Pajak yang Telah Membayar Pajak 

Hiburan di BAPENDA Kota Padang dari Tahun 2016-2020 

 

Tahun 

Jumlah WP yang 

terdaftar di 

BAPENDA Kota 

Padang 

Jumlah WP yang 

telah membayar 

Pajak Hiburan di 

BAPENDA Kota Padang 

2016 115 71 

2017 136 77 

2018 150 72 

2019 175 91 

2020 182 62 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Tahun 2021. 

Pada Tabel 2. dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di 

BAPENDA Kota Padang selalu meningkat tiap tahunnya. Akan tetapi, 

berbeda dengan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan yang 

mengalami naik turun. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang telah 

membayar Pajak Hiburan mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2018 

jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan mengalami 

penurunan dari 77 wajib pajak menjadi 72 wajib pajak. Pada tahun 2019 

jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota 

Padang mengalami kenaikan menjadi 91 wajib pajak. Pada tahun ini juga 

merupakan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan paling 

tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak 

Hiburan mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 91 wajib pajak 

menjadi 62 wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan. Pada tahun ini 

juga merupakan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan 
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paling rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh 

pandemi COVID-19 yang menyerang dunia termasuk Kota Padang, yang 

menyebabkan banyak usaha hiburan harus tutup dan tidak beroperasi 

sebagaimana biasanya. Banyak usaha hiburan mengalami kesulitan terutama 

dalam hal penghasilan yang menurun jumlahnya karena adanya pandemi 

COVID-19 dan juga akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan Pajak 

Hiburan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang. 

Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan 

Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Di Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kota Padang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan yaitu bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pendapatan 

pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan 

pendapatan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari 

dilakukan penelitian, yaitu: 
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1. Bagi Penulis 

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar 

ahli madya bidang Manajemen Pajak dan sebagai sumber dan sebagai 

bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus 

sebagai suatu penerapan teori perpajakan yang telah dipelajari selama ini 

dalam proses perkuliahan. 

2. Bagi Instansi  

Hasil penelitian ini diharapakan menjadi masukan bagaimana 

efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan yang dikelola instansi 

termasuk dalam kategori efektif atau sebaliknya. 

3. Bagi Pihak Lain  

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi 

bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus 

laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Efektivitas Pajak Hiburan pada tahun 2016 target yaitu 3,500,000,000 

dan realisasi 3,931,385,721 dan tingkat pencapaian 112,33% dengan 

dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2017 targetnya yaitu 9,300,000,000 

dan realisasi 8,397,840,813 tingkat pencapaian 90,30% kategori efektif, 2018 

target 10,250,000,000 realisasi 10,523,066,876 tingkat pencapaian 102,66% 

dikategorikan sangat efektif, tahun 2019 target 12,000,000,000 realisasi 

9,860,860,360,021 tingkat pencapaian 82,17 dikategori cukup efektif, 

kemudian 2020 target Pajak Hiburan 6,000,000,000 dan realisasi 

3,805,101,995 tingkat pencapaian 63,42 dan dikategorikan kurang efektif. 

Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan 

pendapatan pajak hiburan dibadan pendapatan daerah kota padang tahun 

2016-2020 bervariasi, ini terjadi karena ada beberapa penyebab diantaranya 

karena estimasi penetapan target yang tidak sesuai dengan harapan dan 

adanya beberapa wajib pajak yang hilang karena banyaknya tempat hiburan 

yang tutup.tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebasar 

112,33% dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 63,42%. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis Kepada Badan Pendapatan 

Daerah Kota Padang adalah agar dapat kedepannya Badan Pendapatan 

Daerah Kota Padang memaksimalkan penerimaan pajak hiburan dengan 
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memperhatikan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan 

pendapatan pajak hiburan. Dibadan Pendapatan Daerah kota Padang agar 

anggaran penerimaan pendapatan pajak hiburan yang ditargetkkan dapat 

tercapai dengan maksimal. 
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